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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh:
Nuyun Nurillah
618110122
Hamdi

Imawanto

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat
lahir maupun batin baik terhadap keluarga serta harta kekayaan yang diperoleh
diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Ada
kalanya calon pasangan suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan membuat
suatu perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah.

Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Untuk mengetahui ketentuan perjanjian
pra nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, 2) Untuk mengetahui
akibat hukum apabila perjanjian pra nikah dilanggar menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif
dengan pendekatan Perundang-Undangan, konseptual dan komparatif. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kepustakaan (library
research) dan metode analisis yang digunakan adalah metode deksriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian
perkawinan diatur dalam Buku | Bab VII mulai dari pasal 45-52 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dan dalam KUH Perdata ketentuan hukum perjanjian pra nikah diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139-154. Perjanjian
perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila
kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya. Menurut KUH Perdata
bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum
perkawinan. Dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif menyebutkan bahwa jika
terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan, suami atau isteri yang tidak dapat
menerima keadaan tersebut dapat mengajukan sebagai alasan perceraian atau ganti
rugi.

Kata Kunci: Perjanjian, Pra Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif



ABSTRACT

JURIDIC REVIEW OF PRE-MARRIAGE AGREEMENTS IN THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND INDONESIAN POSITIVE LAW

By:
Nuyun Nurillah
618110122
HAMDI
IMAWANTO

Marriage between a man and a woman has physical and spiritual ramifications for
the family and the possessions eamed before and during the marriage. Before
marrying, a prospective husband and wife may create a marriage agreement, also
known as a pre-nuptial agreement. This research aims to 1) determine the terms of
the pre-nuptial agreement under Islamic Law and Indonesian Positive Law, and 2)
determine the legal repercussions of violating the pre-nuptial agreement under
Islamic Law and Indonesian Positive Law. This normative study takes a
legislative, conceptual, and comparative approach. The data collection
methodology employed in this study was library research, and the analysis method
was a descriptive qualitative method. According to the findings of this study, the
legal rules of pre-nuptial agreements are governed in the Civil Code Articles 139-
154. Marriage agreements are regulated in Book | Chapter VII of the Compilation
of Islamic Law (KHI), commencing from articles 45-52. The marriage contract
cannot be modified unless both parties agree. According to the Civil Code, a
marriage agreement must be made with a notarial deed before the marriage. In
Islamic and positive law, it is said that if the marriage agreement is violated, the
husband or wife who cannot tolerate the circumstances may petition for divorce or
compensation.

Keywords: Agreement, Pre-Marriage, Islamic Law. Positive Law.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah penyatuan resmi antara pria dan wanita untuk
membentuk ikatan suami istri yang resmi sesuai dengan hukum dan agama.*

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sesuai dengan Pasal kita bisa menyimpulkan bahwa pernikahan bertujuan
membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Membentuk keluarga adalah
salah satu HAM vyang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).?

Sesuai dengan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa
“Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah.”®

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2018 tentang

Pencatatan Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan seorang laki-laki

'Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020),
him 2.

2Diara Rizgika Putri, Skripsi: Perjanjian Kawin Ditinjau Sebagai Perjanjian Berdasarkan
Buku 111 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Akibat Hukumnya” (Bandung: Universitas
Katolik Parahyangan, 2019), him 1.

3 Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



dan seorang perempuan beragama Islam harus dicatat dalam akta
perkawinan yang dibuat oleh KUA Kecamatan.*

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengatakan pernikahan ialah akad
yang kuat dan mengerjakannya bernilai ibadah.®

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad atau mitsagan
ghalizhaan yang begitu kuat, untuk mengerjakan perintah Allah SWT. dan
mengerjakannya adalah ibadah. Makna yang terdapat dalam syariat
perkawinan ialah mematuhi aturan Allah dan Rasulullah yakni mewujudkan
kehidupan keluarga yang membawa manfaat baik untuk dirinya sendiri,
anak-anaknya, kerabat, dan masyarakat.

Hukum perkawinan yaitu komponen dari hukum islam yang takkan
dapat dipisahkan dari akhlak serta akidah islam. Sesuai dengan hal itu,
hukum perkawinan memiliki tujuan menciptakan perkawinan yang
bertauhid dan berakhlak untuk kaum muslim, oleh karenanya bisa
mempunyai nilai yang sakral guna mendapatkan perkawinan yang sesuai
keinginan dalam syari’at Islam.”

Terkhusus untuk kaum muslim, negara sudah memberi keleluasaan

bagi umat muslim untuk melaksanakan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-

4 Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang
Pencatatan Perkawinan

SFayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020),
him 1.

®Yusuf Iskandar, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata
Di Indonesia”. (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019) him 1.

7 Ahmad Assidik, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), him
1.



Qur’an, Hadits serta fikih para ulama. Ayat yang berkaitan dengan
perkawinan, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an
surah An-Nur ayat 32: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian
diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan
Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”.®

Menurut hukum Islam perkawinan yaitu akad yang mengesahkan
hubungan suami-istri, dan memberi batas hubungan lawan jenis yang belum
halal. Maka jika seorang laki-laki dan wanita ingin membangun keluarga,
mereka wajib melakukan akad nikah.®

Akad nikah merupakan sebuah tindakan hukum yang begitu penting
serta mencakup dampak yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Maka
dari itu, akad nikah yang dilaksanakan jika tidak mematuhi aturan yang
sudah ditetapkan oleh hukum Islam merupakan perbuatan yang tidak ada
gunanya, juga merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dicegah
oleh orang yang tau mengenai terjadinya hal tersebut atau dengan cara
membatalkan perkawinan jika sudah dilakukan.®

Hukum perkawinan adalah bagian penting dari hukum Islam yang
terikat dengan keyakinan dan moral Islam. Pernikahan yang dilakukan oleh

pria dan wanita menyebabkan akibat lahir batin bagi keluarga, kehidupan

8 1bid, him 2.

®Yusuf Iskandar, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata
Di Indonesia”. (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019) him 2.

O1bid



sosial, serta dengan harta benda yang didapatkan sebelum pernikahan
maupun selama pernikahan.!!

Perjanjian pra nikah yaitu kesepakatan yang dilakukan antara calon
pasangan sebelum dilaksanakan perkawinan, perjanjian ini menjamin
bahwa jika kelak terjadi perceraian tidak seorangpun akan dirugikan serta
berisi unsur-unsur yang disepakati kedua pihak. Secara umum perjanjian
perkawinan merupakan perjanjian yang dilaksanakan sebelum
dilangsungkannya pernikahan oleh calon pasangan.2

Setelah perjanjian pra nikah dibuat, munculah hubungan hukum
diantara suami dengan istri, yaitu terciptanya hak serta kewajiban diantara
suami istri yang wajib dipatuhi.t®

Di Indonesia perjanjian pra nikah bukan termasuk hal yang lumrah
di kalangan masyarakat, dikarenakan perjanjian pra nikah menjadi hal
dianggap aneh, materialistis, tidak biasa, egois, bertentangan dengan budaya
ketimuran, dan lainnya.’* Perjanjian Perkawinan masih dianggap hal yang
tidak lazim oleh sebagian orang, ada yang mengatakan jika pernikahan
dilandasi pada cinta dan kasih sayang, tidak harus terjadi pembagian harta
karena harta itu sudah menjadi milik berdua, pernyataan lain juga

mengungkapkan dibuatnya perjanjian nikah yaitu untuk persiapan

Y1bid

1bid, him 4.

Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020),
him 4.

1Farida Dwi Irianingrum, Skripsi: “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat
Hukumnya” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), him 14.



perceraian. Namun dibalik pendapat masing-masing orang, perjanjian
perkawinan menekankan kepastian hukum untuk menjaga pasangan dari
kemungkinan tuntutan yang muncul jika terjadi perceraian atau perpisahan
pasangan akibat kematian.!®

Menurut KUH Perdata membatasi isi perjanjian pra nikah hanya
tentang harta kekayaan saja, namun dalam Undang-Undang Perkawinan
sifatnya lebih luas, bukan tentang harta kekayaan saja, namun bisa diluar
dari harta kekayaan, selama tidak menyimpang dari hukum, agama,
kesusilaan, serta adat istiadat. Dengan dibuatnya perjanjian pra nikah,
diharapkan dapat berguna sebagai bahan jika suatu saat terjadi konflik
antara pasangan suami istri, walaupun tidak ada pasangan yang
menginginkan terjadinya konflik tersebut. Ketika pasangan suami dan istri
bercerali, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan sehingga pasangan
bisa mengetahui hak serta kewajibannya. Bahkan perjanjian perkawinan
juga berfungsi untuk melindungi harta istri yang terpisah jika suatu saat
muncul masalah hutang piutang oleh suami yang sudah ada sejak sebelum
maupun setelah terjadinya perkawinan.®

Isi perjanjian perkawinan bebas dibuat sepanjang tidak menyimpang
dari hukum. Perjanjian pra nikah dilarang dibuat atas sebab palsu dan
terlarang. Dilarang dibuat dengan isi yang melanggar hak yang muncul dari

kuasa suami sebagai seorang pemimpin keluarga dan dari kuasa orang tua

Fayza Mifta Fauzia Risanto, Op.Cit, him 4.

®Dewi Sariswati Permata Vitri, Skripsi: “Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat
Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan” (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, 2015), him 5.



(ouder-lijke macht), hak yang diatur Undang-Undang untuk salah satu
pasangan yang hidup paling lama (langstlevende echtgenoot) serta bukan
dibuat kesepakatan yang didalamnya memiliki pemisahan hak atas harta
waris orang yang mewariskannya.’

Di negara Indonesia ada 3 (tiga) aturan mengenai perjanjian
perjanjian perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KHUPer). Secara khusus perjanjian perkawinan atau disebut
Prenuptial Agreement ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI).18

Landasan sosiologis yang melatarbelakangi perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah disesuaikan
dengan perkembangan hukum, budaya masyarakat dan sosial. Terdapat
beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari
pembentukan Undang-Undang perkawinan, maka dilakukanlah revisi.

Penyempurnaan mengenai perjanjian pra nikah dikarenakan tidak adanya

YFarida Dwi Irianingrum, Skripsi: “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat
Hukumnya” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), him 15-16.

BFayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020),
him 2-3.



perlindungan pada hak-hak suami istri yang sebelumnya belum pernah
membuat perjanjian perkawinan.®
Mengenai peraturan perjanjian perkawinan, penyempurnaan terkait
perjanjian perkawinan yang boleh dibuat juga setelah dilakukannya
perkawinan yang bukan saja disahkan oleh petugas pencatatan perkawinan,
namun juga oleh notaris dimana isinya juga berlaku untuk pihak ketiga
selama hal itu menyangkut pihak ketiga. Perjanjian ini berlaku pada saat
perkawinan berlangsung, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian
perkawinan. Tidak boleh dirubah ataupun dibatalkan selama perkawinan
berlangsung, namun jika dari para pihak menyetujui untuk merubah ataupun
membatalkan, dan perubahan atau pembatalan itu tidak menjadi kerugian
bagi pihak ketiga.?
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana ketentuan perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam dan
Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum apabila perjanjian pra nikah tidak dipenuhi
kesepakatannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui ketentuan perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam

dan Hukum Positif Indonesia.

19 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019.
“Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, him 78.

20 1bid, him 80-81.



2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila perjanjian pra nikah tidak
dipenuhi kesepakatannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram, serta sebagai bahan masukan dan
perbandingan kepada para mahasiswa hukum, untuk meneliti masalah-
masalah yang sama dan berkaitan dengan hukum perjanjian pra nikah.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan referensi kepada para pihak yang
akan melakukan perjanjian pra nikah, juga dapat menambah ilmu
pengetahuan hukum pada diri penulis pribadi, khususnya tentang hukum
perjanjian pra nikah.

c. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum.



E. Orisinalitas Penelitian

Nama

Judul

Rumusan Masalah

Kesimpulan

Perbedaan

Yusuf Iskandar

Tinjauan Yuridis
Perjanjian Pra Nikah
Dalam Hukum Perdata
Indonesia

Bagaimanakah ketentuan
hukum perjanjian pra nikah
dalam hukum perdata di
Indonesia?

Bagaimanakah akibat hukum
terhadap harta perkawinan dari
perjanjian pra nikah?

Ketentuan hukum
perjanjian pra nikah
dalam hukum perdata
di Indonesia diatur
dalam Kitab Undang-
Undang Hukum
Perdata Pasal 139
sampai dengan Pasal
154. Menurut Kitab
Undang-Undang
Hukum Perdata bahwa
perjanjian perkawinan
harus dibuat dengan
akta notaris diadakan
sebelum perkawinan.
Bentuk dari perjanjian
perkawinan ini antara
lain perjanjian kawin
dengan kebersamaan
untung rugi, perjanjian
kawin dengan
kebersamaan hasil dan
peniadaan

Penelitian  Yusuf Iskandar
membahas tentang ketentuan
hukum perjanjian pra nikah
dalam hukum perdata dan
akibat hukum terhadap harta
perkawinan dari perjanjian pra
nikah, sedangkan penelitian ini
membahas tentang ketentuan
hukum perjanjian pra nikah
dalam Hukum Islam dan
Hukum Positif Indonesia.
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. Akibat

kebersamaan harta

kekayaan.

hukum
terhadap harta
perkawinan dari
perjanjian pra nikah,
yaitu perjanjian
mengikat pihak suami
dan pihak  istri,
perjanjian  mengikat
pihak ketiga yang
berkepentingan, dan
perjanjian hanya dapat
diubah dengan
persetujuan kedua
pihak suami dan istri,
dan tidak merugikan
kepentingan pihak
ketiga, serta disahkan
oleh pegawai pencatat
perkawinan.

Layli
Adhani

Yusnia

Perjanjian Pra Nikah
Dalam Perspektif
Hukum Islam  Dan
Hukum Perkawinan Di

1. Bagaimana isi perjanjian pra
nikah yang terjadi di KUA
Tingkir Salatiga?

Isi  perjanjian  pra

. nikah yang terdapat di

KUA Tingkir Salatiga
antara lain: mengatur

Penelitian  Layli ~ Yusnia
Adhani menggunakan metode
penelitian  empiris  dimana

penelitiannya dilaksanakan di
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Indonesia (Studi Kasus
di KUA Kecamatan
Tingkir Kotamadya
Salatiga)

2. Bagaimana perspektif hukum

Islam dan hukum perkawinan di
Indonesia terhadap perjanjian
pra nikah yang terjadi di KUA
Tingkir Salatiga?

tentang  pembagian
harta sebelum dan
sesudah terjadinya
perkawinan,
kewajiban suami
terhadap istri  dan
anaknya, pembagian
harta ketika terjadi
perceraian,
pemeliharaan  anak-
anak secara bersama-
sama dengan baik,
pembagian hasil usaha
keluarga,syarat

poligami dan
ketentuan bila terjadi
KDRT,  pembagian
harta warisan, hak
azasi membuat
perjanjian pra nikah,
antisipasi apabila
terjadi  perselisihan

dalam perjanjian pra
nikah dan pernyataan
hukum yang
menguatkan  adanya
perjanjian pra nikah

KUA Kecamatan Tingkir Kota
Madya Salatiga, sedangkan
dalam penelitian ini
menggunakan metode
penelitian  normatif  yaitu
dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data
sekunder.
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Menurut  perspektif
Hukum Islam dan
Hukum Perkawinan di
Indonesia  (Undang-
Undang No.1 Tahun
1974 dan KHI) isi dari
perjanjian pra nikah
yang terdapat di KUA
Tingkir Salatiga tidak
ada yang menyimpang
dari  hukum Islam
maupun undang-
undang di Indonesia.
Perjanjian tersebut
merupakan

kesepakatan bersama
kedua belah pihak

yang wajib untuk
ditaati.
Farida Dwi | Studi Tentang Apakah perjanjian perkawinan | 1. Bahwa perjanjian | Penelitian Farida Dwi
Irianingrum Perjanjian Perkawinan diperkenankan oleh Undang- perkawinan di dalam | Irianingrum membahas tentang
dan Akibat Hukumnya undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang perjanjian perkawinan dalam

tentang Perkawinan?

Apa akibat hukum perjanjian
perkawinan dan ketentuan
hukum manakah yang

Nomor 1 Tahun 1974
tentang  Perkawinan
diperkenankan.

Pengaturan mengenai
perjanjian perkawinan

Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, sedangkan dalam
penelitian  ini  membahas
tentang perjanjian perkawinan
dalam Hukum Islam dan
Hukum Positif Indonesia.
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mengatur
perceraian?

bila

terjadi

tersebut terdapat di
dalam Pasal 29.

. Ketentuan hukum

yang dipakai sebagai
pegangan apabila
suami isteri bercerai
dimana  perkawinan
mereka menggunakan
perjanjian perkawinan
adalah isi dari
perjanjian perkawinan
itu sendiri.  Sesuai
dengan Pasal 1338
KUHPerdata,  yang
menerangkan bahwa
segala perjanjian yang
dibuat secara sah,
berlaku sebagai
Undang-undang bagi
mereka yang
membuatnya.

Sehingga isi  dari
perjanjian perkawinan

dapat menjadi
Undang-undang bagi
pihak yang

membuatnya, pihak
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yang dimaksud di sini
adalah suami isteri.

Fayza Miftach
Fauzia Risanto

Perjanjian  Pra-Nikah
Dalam Perspektif
Hukum  Islam  dan
Hukum  Positif  di
Indonesia (Studi Kasus
KUA Kecamatan
Banjarsari Kota
Surakarta)

Bagaimana perjanjian pra nikah
di KUA Kecamatan Banjarsari
Kota  Surakarta  menurut
prespektif hukum islam dan
hukum positif?

Bagaimana manfaat isi
perjanjian pra nikah bagi calon
pasangan dalam mewujudkan
keluarga yang sakinah?

Isi  perjanjian  pra

. nikah yang terdapat di

KUA Banjarsari Kota

Surakarta antara lain:
mengatur tentang
pembagian harta
sebelum dan sesudah
terjadinya
perkawinan,
kewajiban suami,
pembagian harta
ketika terjadi
perceraian,
pemeliharaan  anak,
mendirikan usaha,
poligami dan KDRT
(Kekerasan Dalam
Rumah Tangga),
pembagian harta
warisan.

Menurut ~ perspektif
Hukum  Islam isi
perjanjian pra nikah
yang terdapat pada

KUA Banjarsari Kota

Penelitian  Fayza  Miftach
Fauzia Risanto menggunakan
metode penelitian  empiris
dimana penelitiannya
dilaksanakan di KUA
Kecamatan Banjarmasin Kota
Surakarta, sedangkan dalam
penelitian ini  menggunakan
metode penelitian normatif
yaitu dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau
data sekunder.
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Surakarta tidak ada
yang menyimpang
dari  Hukum Islam.
Eksistensi  perjanjian
pra nikah  dalam
Hukum Islam adalah
diperbolehkan selama
substansi dari
perjanjian tersebut
tidak merugikan salah
satu pihak dan sesuai
dengan syariat agama.
Sedangkan  menurut
perspektif Hukum
Perkawinan di
Indonesia  (Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan KHI)
isi perjanjian pra nikah
yang terdapat pada
KUA Banjarsari Kota
Surakarta tidak ada
yang menyimpang
dari hukum positif di
Indonesia, perjanjian
pra nikah  sangat
dibutunkan  sebagai
bentuk kejelasan
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secara tertulis
mengenai batasan-
batasan harta ataupun
hak dan kewajiban

yang telah ditetapkan
oleh  masing-masing
calon suami istri yang
akan membuat.

Bayu Setiawan

Perlindungan  Hukum
Terhadap Harta Dalam
Perkawinan Dengan
Pembuatan Akta
Perjanjian Kawin

Bagaimanakah  perlindungan
hukum terhadap harta dalam
perkawinan dengan pembuatan
akta perjanjian perkawinan?
Bagaimanakah wewenang dan
tanggungjawab notaris dalam
pembuatan  akta perjanjian
kawin yang dibuatnya?

Perlindungan hukum
terhadap harta dalam

perkawinan  dengan
pembuatan akta
perjanjian kawin

hanya dapat dilakukan
saat dilangsungkannya
perkawinan. Dimana
perjanjian perkawinan
merupakan  undang-
undang bagi para
pihak, hal ini sesuai

dengan Pasal 1338
KUH Perdata.
. Wewenang dan

tanggungjawab notaris
dalam pembuatan akta
perjanjian kawin yang
dibuatnya adalah

Penelitian Bayu Setiawan
membahas tentang
perlindungan hukum terhadap
harta  dalam  perkawinan
dengan  pembuatan  akta
perjanjian perkawinan,
sedangkan  penelitian  ini

membahas mengenai tinjauan
yuridis perjanjian perkawinan
dalam perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif Indonesia.
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sebatas isi perjanjian
yang telah memenuhi
syarat-syarat  sahnya
perjanjian berdasarkan
Pasal 1320 KUH
Perdata, maka ia tidak
dapat  ditunut  di
pengadilan.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Hukum Islam perkawinan adalah sunnatullah yang

dilakukan oleh makhluk Allah, baik oleh manusia, tumbuhan ataupun

hewan. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan berpasangan, seperti

halnya berlaku juga pada manusia, yakni makluk yang paling sempurna.

Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan: “Dan segala sesuatu Kami

ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran

Allah.”?

Ada beberapa definisi perkawinan menurut para ulama yaitu

sebagai berikut:

Menurut Ulama Syafi’iyah nikah merupakan akad yang
memakai lafazh nikah atau zauj, dan berarti memilikinya.
Dengan kata lain, dengan menikah, seseorang bisa mempunyai
dan memperoleh kenikmatan dari pasangannya.

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa menikah ialah akad
dengan fungsi memperoleh mut’ah. Maksudnya, seorang pria
bisa menguasai wanita dengan seluruh tubuhnya untuk
mendapatkan kesenangan serta kepuasan.

Ulama Malikiyah mengatakan pernikahan merupakan akad
dimana didalamnya terdapat mut’ah dengan tujuan
mendapatkan kepuasan tanpa diminta harga.

21 Beni Ahmad Saeban, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif
Figh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya). (Bandung:
CV.Pustaka Setia, 2008), him 13.
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e Ulama Hanabilah mengemukakan nikah yaitu akad yang
memakai lafazh inkah atau tazwij supaya memperoleh
kesenangan.??

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan
menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam ialah akad atau mitsaagaan
ghaaliizhan yang sangat kuat guna mematuhi perintah Allah SWT. dan
melakukannya bernilai ibadah. Melaksanakan suatu ibadah artinya
mengerjakan perintah agama. Pernikahan merupakan tindakan hukum
yang bisa dilakukan seorang mukallaf melalui syarat yang telah

ditentukan.?

Siapapun yang melaksanakan perkawinan artinya dia telah
memenuhi setengah lagi, sepatutnya dia bertagwa kepada Allah SWT.

itulah sunnah dalam bentuk lisan Rasulullah SAW.?*

Sayuti Thalib menyebutkan, pernikahan bisa dipandang dalam

tiga perspektif yaitu:

1. Pernikahan Dalam Perspektif Hukum
Dilihat dalam perspektif hukum, pernikahan adalah sebuah
kesepakatan dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 21 menyebutkan

pernikahan merupakan janji yang kuat.

22 Beni Ahmad Saeban, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif
Figh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya). (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2008), him 14.

2 bid

24 1bid
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Alasannya mengapa pernikahan dikatakan sebagai
perjanjian karena:
a. Cara melaksanakan pernikahan ialah melalui agad nikah, rukun

serta syarat yang telah ditentukan.
b. Cara membatalkan pernikahan ialah melalui proses, syigagq,
thalaq, fasak dan lainnya.
2. Pernikahan Dalam Perspektif Sosial

Pada setiap masyarakat, ditemukan nilai yang umum yaitu
yakni orang yang telah menikah mempunyai posisi yang lebih
dihormati dibandingkan seseorang yang belum menikah. Sebelum
munculnya aturan mengenai perkawinan, perempuan dapat
dipoligami tanpa batasan serta tidak dapat melakukan apapun, namun
ajaran islam membatasi poligami maksimal 4 istri sesuai tata cara
yang telah ditentukan.

3. Pernikahan Dalam Perspektif Agama

Pernikahan dalam pandangan agama ialah aspek yang begitu
penting. Menurut agama, pernikahan dipandang sebagai sistem yang
sakral. Pelaksanaan pernikahan merupakan ritual yang suci, dimana
pasangan yang akan menikah terhubung dan saling meminta menjadi
sepasang suami istri.?®

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan memberikan definisi bahwa “perkawinan adalah ikatan

% 1bid, him 44.
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lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia)
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”?®

Sesuai dengan definisi yang tertera, dapat disimpulkan ada 5
poin dalam pernikahan, yaitu:
Ikatan lahir batin
Antara seorang pria dengan seorang wanita
Sebagai suami-istri

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?’

SN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan adalah ikatan yang suci.
Ikatan tidak bisa memisahkan agama yang dipercaya oleh suami istri.
Perkawinan bukan semata untuk membangun hubungan seksual yang
teratur terhadap suami-istri, tetapi juga menciptakan keluarga yang

harmonis, rukun, aman, dan juga bahagia.?®

2. Tujuan Perkawinan
Dalam Hukum Islam perkawinan memiliki tujuan:

1. Taat terhadap Allah SWT.

2. Mencukupi atau memenuhi kodrat hidup manusia bahwa
diantara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan
melengkapi.

3. Mempertahankan keturunan.

%6 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2016), him 42.

2 1bid, him 43.

28 1bid
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4. Melanjutkan perkembangan dan kedamaian hidup rohani
diantara laki-laki dan perempuan.

5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar
golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.?®

Sesuai dengan Q.S. Ar-Rum: 21 yang mengatakan bahwa
“Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu
bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan
dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang

berfikir”.%°

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri
adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan
bahwa “untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu
dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”. Dalam Pasal 3 KHI
menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu “untuk mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” 3!

2 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam
dan Hukum Adat”, Yudisia, Vol.7 No.2 (2016), him 417.

%0 Ibid, hlm 418.

31 Ibid, hlm 419.
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3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan
Syarat sahnya sebuah perkawinan menurut Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yaitu tercantum dalam:

a. Pasal 15 ayat (1):
“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan
hanya boleh dilakukan caln mempelai yang telah mencapai umur
yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun
dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

b. Pasal 15 ayat (2):
“Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun
harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat
(2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974

c. Pasal 16 ayat (1):
“Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai’.

d. Pasal 16 ayat (2):
“Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa
pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat
tapi dapat juga berupa diam dalamm arti selama tidak ada

penolakan yang tegas”.>?

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun
dan Syarat Perkawinan Bagian Kesatu tentang Rukun Perkawinan
yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan

Kabul®

32Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: CV Akademika Pressindo,
2015), him 117.
33Beni Ahmad Saeban, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif

Figh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya). (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2008), him 15.
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Sesuai dengan KUH Perdata, Pernikahan yang sah secara
hukum ialah pernikahan yang dilaksanakan di hadapan pegawai kantor
catatan sipil dan pernikahan yang hanya berdasarkan prosedur agama
tidak sah. Aturan tersebut tidak sama dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, sebagai ius constitutum sudah menyebutkan
norma hukum tentang pernikahan yang resmi secara imperative dalam
pasal, yang berbunyi:

1. Perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan
hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

2. Semua perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.®*

Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut diterangkan bahwa, “Dengan
perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan
Undang-Undang Dasar 1945”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah sepanjang

tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*®

Terdapat dua jenis syarat pernikahan yakni syarat materiil dan
formal. Ketentuan yang terikat dengan pihak yang melaksankan
pernikahan disebut syarat materiil, syarat materiil dikenal juga sebagai

syarat subjektif. Persyaratan formal atau disebut juga sebagai syarat

3 Rosnidar Sembiring, “Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan”
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), him 54-55.
% 1bid, him 55.
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objektif merupakan prosedur untuk melaksanakan pernikahan sesuai
dengan hukum agama dan Undang-Undang.®
Ketentuan syarat sahnya perkawinan dalam buku hukum
nasional diatur ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mencakup syarat
materiil dan formal. Dalam melakukan pernikahan, calon suami-istri
wajib memenuhi prosedur pernikahan sesuai ketentuan hukum agama
juga kepercayaan agamanya, serta ketentuan menurut aturan undang-
undang lain yang berlaku untuk kelompok agamanya.®’
Persyaratan materiil untuk calon pasangan yang akan
melaksanakan pernikahan antara lain:
1. Syarat kepada orangnya (para pihak)
Syarat-syarat untuk semua pernikahan, yaitu:
a. Kesepakatan dari calon pasangan suami-istri;
b. Telah berusia 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami
dan calon istri sudah berusia 18 (delapan belas) tahun;
c. Tidak memiliki ikatan pernikahan dengan pihak lain,

namun boleh memiliki istri lebih dari seorang untuk pria;
d. Tidak dalam masa iddah atau masa tunggu untuk wanita.

Syarat-syarat untuk pernikahan pihak tertentu yaitu:

a. Tidak terikat halangan untuk melaksanakan pernikahan,
baik menurut hukum ataupun menurut kepercayaan
agamanya;

b. Tidak terikat halangan melakukan pernikahan ketiga kali
sesudah duakali bercerai sesuai ketentuan agama serta
kepercayaanya.

% 1bid
%" 1bid



2. Mendapat izin orang tua atau wali serta dari pengadilan untuk
orang yang ingin berpoligami.®

Persyaratan materiil dan formal yang terdapat pada Pasal 2

tersebut mempunyai segi administratif dan segi keperdataan. Segi
keperdataan menyebutkan fungsi substantif dan segi pendaftaran
menyebutkan fungsi administrasi. Kegunaan utama perkawinan
ialah memberikan kepastian dan kejelasan hukum bahwa terdapat
pernikahan yang telah dilaksanakan oleh pria dan wanita untuk
negara serta masyarakat.*°

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri atas

syarat substantif dan ajektif. Syarat yang berkaitan dengan diri calon
pasangan disebut syarat substantif, sedangkan syarat yang berkaitan
dengan prosedur pernikahan yang dilaksanakan menurut
kepercayaan dan agamanya disebut syarat ajektif.*°

a. Syarat substantif yaitu:

1. Pernikahan dilandaskan atas kesepakatan calon pasangan
(Pasal 6 ayat (1))

2. Calon suami berusia minimal 19 tahun dan calon istri
berusia minimal 18 tahun (Pasal 7 ayat (1)); jika belum
berumur 21 tahun wajib memperoleh izin dari orang tua
atau wali. Jika tidak ada orang tua dan wali diperoleh izin
pengadilan setempat;

3. Calon istri tidak memilki ikatan pada perkawinan dengan
pihak lain (Pasal 3, 9);

4. Terdapat masa tunggu untuk wanita yang putus

perkawinannya jika akan melaksanakan perkawinan yang
kedua (Pasal 11 jo Op No0.9 Tahun 1975);

% 1bid, him 55-56.
% 1bid, him 56.
0 1bid, hlm 56-57.
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Calon suami istri mempunyai agama yang sama.*!

b. Persyaratan ajektif yaitu:

1.

Calon pasangan, orang tua atau walinya, melaporkan ke
petugas pencatat pernikahan di daerah akan
dilaksanakannya pernikahan baik dengan lisan maupun
tertulis;

Diberitau setidaknya 10 hari sebelum pernikahan dilaksa
nakan;

Setelah mendapat laporan, petugas pencatat meninjau
seluruh dokumen terkait identitas calon pasangan;
Pemberitahuan kapan dilaksanakannya pernikahan di
kantor pencatat pernikahan agar diketahui masyarakat,
biasanya dipajang di kantor pada papan pemberitahuan,
supaya gampang dilihat oleh umum;

Pernikahan akan berlangsung 10 hari setelah
pemberitahuan;

Pernikahan dilangsungkan didepan petugas catatan sipil
dan dua orang sebagai saksi;

Akta nikah diberi paraf oleh calon pasangan, diikuti oleh
saksi dan petugas pencatat. Akta nikah diterbitkan
menjadi dua. Satu lembar diambil oleh petugas, Panitera
Pengadilan dalam daerah kantor pendaftaran mengambil
lembar kedua. Untuk suami dan istri menerima kutipan
akta nikah mereka.*?

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pra Nikah

1. Pengertian Perjanjian

Menurut bahasa arab perjanjian merupakan akad, ittifaq,

mu’ahadah, atau kontrak. Berdasarkan pendapat Yan Pramadya

Puspa Perjanjian merupakan tindakan seorang atau lebih yang

mengikat diri kepada orang lain. Sementara pendapat dari WJS

Poerwadarmint Perjanjian merupakan kesepakatan tertulis maupun

41 1bid, him 57.

42 |bid, hlm 57-58.
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melalui ucapan yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan dimana
pihak tersebut berjanji akan menaati persetujuan tersebut.*

Menurut hukum, perjanjian digolongkan dalam tindakan
hukum, sebab melakukan perjanjian membuat timbulnya hak dan
kewajiban kepada para pihak yang bersangkutan.**

Perjanjian dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro berarti
suatu tindakan hukum tentang harta kebendaan antara dua orang dimana
salah satu pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu sedangkan pihak
kedua memiliki hak menuntut dilaksanakannya janji tersebut.*

Selain itu Wirjono menyebutkan pernikahan adalah sebuah janji
apabila seorang pria dan wanita setuju menikah dan saling berjanji untuk
menaati hukum dan peraturan tentang kewajiban serta hak kedua belah
pihak saat hidup bersama maupun setelah hidup bersama, serta tentang
posisi anak keturunannya dalam masyarakat.*®

Perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPer BAB VII Pasal
139 sampai dengan Pasal 154. Pada umumnya perjanjian pra nikah
diberlakukan kepada calon pasangan jika dilaksanakannya perkawinan.
Dengan membuat perjanjian pra nikah kedua pasangan berhak

mempersiapkan dan mengajukan penyimpangan serta peraturan

4 Layli Yusnia Adhani, Skripsi: “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,
2016), him 28.

4 Ibid

4 Dewi Sariswati Permata Vitri, Skripsi: “Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan
Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan” (Jakarta: Universitas Pembangunan Naasional
“Veteran” Jakarta, 2015), hlm 8.

4 |bid
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Undang-Undang yang terkait dengan harta benda bersama, asalkan
perjanjian itu tidak menyimpang dari kesusilaan dengan ketentuan:

a. Dilarang membatasi kewenangan suami sebagai pemimpin
keluarga.

b. Jika tidak disetujui istri, suami dilarang memindahtangankan
barang-barang tidak bergerak milik istri.

c. Akta notaris dibuat sebelum pernikahan dilangsungkkan, dan
diberlakukan setelah pernikahan dilaksanakan.

d. Bukan diberlakukan untuk pihak ketiga sebelum mendaftar
pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum dilaksanakannya
pernikahan, atau mendaftar pada kepaniteraan tempat akta
perkawinan tersebut dibuat apabila pernikahan dilaksanakan
di luar negeri.*’

2. Pengertian Perjanjian Pra Nikah

Dalam Hukum Islam perjanjian disebut sebagai ikatan (al-
aqdu), kesepakatan (al-ittifaq), dan janji (al-mu’ahadah). Janji adalah
kesepakatan terhadap Allah SWT. atau sesuatu yang dilakukan oleh
manusia didalam kehidupannya. Memenuhi janji merupakan perintah,
sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maaidah 5:1 “Hai
orang-orang yang beriman hendaklah kamu sempurnakan janji-janji

kamu.”*8

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali yang berjudul Figh
Munakahat menjelaskan perjanjian pra nikah yaitu kesepakatan yang

dilakukan oleh calon suami istri sebelum dilangsungkannya

47 1bid, him 8-9.

4 Layli Yusnia Adhani, Skripsi: “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,
2016), him 34
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perkawinan, calon mempelai berjanji akan mematuhi isi dari perjanjian

tersebut, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.*°

Soetojo Prawirohamidjojo menyebutkan perjanjian pra nikah
ialah kesepakatan atau persetujuan yang disepakati calon pasangan
sebagai persiapan dampak pernikahan terhadap harta benda sebelum
atau selama pernikahan berlangsung.®

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan
yang disepakati oleh calon pasangan yang akan melaksanakan upacara
perkawinan supaya menjadikan mereka pasangan yang sah. Perjanjian
pernikahan memiliki sifat mengikat dan mulai berlaku saat perkawinan
dilaksanakan serta memiliki tujuan yaitu memastikan ketentraman
finansial kepada suami istri jika terjadi perselisihan dalam keluarga yang
berujung pada perceraian, perjanjian pernikahan berperan penting dalam
melindungi harta benda saat perkawinan berlangsung apabila ada
kerugian maupun hal lainnya.

Di masa sekarang banyak perkawinan yang menyampingkan
nilai agama, moral, etika, dan norma yang ada dalam kehidupan sosial.
Perasaan cinta bukan lagi sebagai pondasi utama dalam pernikahan.
Perkawinan seringkali digunakan hanya untuk kepentingan tertentu

seperti status, kekayaan dan lainnya.>!

49 |bid, hlm 34-35.

%0 Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020),
him 3.

51 1bid
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Selain itu, Khoirudin Nasution mengatakan bahwa yang disebut
dengan Perjanjian Perkawinan atau Prenuptial Agreement ialah suatu
perjanjian yang disepakati oleh calon pasangan saat akan
dilaksanakannya pernikahan yang didalamnya dilarang melawan
hukum, adat, agama, norma dan moral. Kesepakatan itu dibuat dan
diresmikan oleh pengacara ataupun notaris selanjutnya didaftarkan ke
Kantor Catatan Sipil dan Urusan Agama.>?

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI11/2015 menyebutkan bahwa perjanjian pra-nikah sebelumnya
dikhususkan untuk calon pasangan yang akan melaksanakan
pernikahan, namun Kini bisa dibuat oleh pasangan setelah perkawinan
dilaksanakan.>

Setelah perjanjian perkawinan dibuat, terciptalah hubungan
hukum yaitu terciptanya hak serta kewajiban kepada suami istri yang
wajib dipatuhi. Hak serta kewajiban pasangan suami istri atas harta
benda terdapat dalam Bab VI Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan benda dalam perkawinan
juga diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974.%

52 1bid
53 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015
% Fayza Mifta Fauzia Risanto, Op.Cit, him 4.
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Perjanjian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan
(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan). Di dalam KUH Perdata ketentuan perjanjian
kawin terdapat dalam Pasal 139 sampai Pasal 154. Di dalam Pasal 139
dikatakan bahwa:
“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri adalah
berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-
undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak
menyalahi kesusilaan yang baik dan asal diindahkan pula segala
ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya’>®
3. Syarat Sah Perjanjian Pra Nikah

Dalam Hukum Islam terdapat beberapa syarat dalam
perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan hukum syari’ah, maksudnya
adalah perjanjian dibuat bukanlah perbuatan yang menyalahi
syari’ah, karena perjanjian yang menyalahi peraturan hukum
syari’ah ialah tidak sah atau batal, dan para pihak tidak wajib
untuk menaati perjanjian itu karena bertentangan dengan
hukum syari’ah. Sesuai Sabda Rasulullah SAW “Syarat
apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka adalah
batil. Meskipun seratus syarat” (HR Muslim: 2734).%¢

2. Janji yang dibuat oleh kedua pihak berdasarkan dengan

persetujuan kedua belah pihak, yaitu kedua pihak menerima
isi perjanjian tersebut.

Rosnidar Sembiring, “Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan”
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), him 66.

% Layli Yusnia Adhani, Skripsi: “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,
2016), him 33.
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3. Isi perjanjian harus jelas, artinya apa yang apa yang
dijanjikan harus jelas isinya, supaya di kemudian hari tidak
terjadi salah paham antara kedua belah pihak mengenai apa
yang sudah disepakati.>’

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang hukum

perkawinan disebutkan dalam Pasal 47 adalah:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua
calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang
disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan
harta dalam perkawinan.

2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi
percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian
masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan
Islam.

3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh
juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-
masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi
dan harta bersama atau harta syarikat.

Selanjutnya pada Pasal 48 menyatakan bahwa:

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah
harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut
tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk
memenuhi kebutuhan tumah tangga.

2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi
ketentuan teraebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi
pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan
kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah
tangga.>®

Perjanjian perkawinan juga ini diatur dalam Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undanf-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan antara lain:

57 1bid

%8Dewi Sariswati Permata Vitri, Skripsi: “Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat
Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan” (Jakarta: Universitas Pembangunan Naasional “Veteran”
Jakarta, 2015), him 9.
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1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua
belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan
perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan setelah mana isinya yang berlaku juga terhadap
pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak
dapat diubah. Kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan
pihak ketiga.>®

Dalam melakukan perjanjian pra nikah sebagai kesepakatan dan
mengikat calon pasangan suami dan istri, pada dasarnya sama dengan
kesepakatan umum lainnya, karena keduanya mengikatkan diri pada
pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Syarat sah

sebuah perjanjian dibutuhkan 4 syarat yakni:

Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
Mengenai suatu hal tertentu;

Penyebab yang halal;%°

el AN

Persyaratan pertama dan kedua merupakan persyaratan
subyektif, sebab berhubungan dengan subyek atau pihak yang
melakukan kesepakatan, persyartan ketiga dan keempat disebut
merupakan persyaratan obyektif sebab berhubungan dengan

kesepakatannya sendiri atau objek dari tindakan hukum yang diperbuat.

% 1bid.
%Ibid, him 10.
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Dua pihak yang melakukan perjanjian wajib sepakat dan
menyetujui isi perjanjian yang dilakukan. Apapun yang diinginkan
olehsatu pihak, juga diinginkan oleh pihak lain. Keduanya

menginginkan hal yang sama secara timbal balik.

Pihak yang melakukan perjanjian harus orang yang telah cukup
umur serta memiliki akal sehat atau cakap menurut hukum. Dalam pasal
1330 KUH perdata disebutkan pihak yang belum sah untuk melakukan

perjanjian yaitu:

Orang-orang yang belum dewasa;

Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
Undang-Undang

d. Semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang

membuat perjanjian-perjanjian tertentu.%*

oo

Syarat ketiga menyebutkan bahwa sebuah perjanjian harus
tentang suatu hal tertentu, menyetujui hak serta kewajiban masing-

masing pihak apabila terjadi konflik.52

Pasal 1320 KUH perdata, dijadikan syarat keempat dari sebuah
perjanjian yang sah terdapat sebab atau tujuan yang halal. Sebab yang
dimaksud ialah isi dalam perjanjian tersebut. Suatu kemungkinan

asumsi yang tidak benar harus dihapuskan. Sebab dimaksud oleh

%1Ibid, him 10-11.
%2|bid
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Undang-Undang adalah alasan yang menimbulkan seseorang

melakukan suatu perjanjian.5

4. Bentuk dan Isi Perjanjian Pra Nikah

Jenis perjanjian perkawinan sudah diatur dalam KUH Perdata
dengan bentuk persatuan harta kekayaan suami dan istri selama
pernikahan berlangsung.®

Dalam Pasal 147 KUH Perdata menyatakan ‘Perjanjian Pra
Nikah harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum
dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian pra nikah mulai berlaku pada
saat perkawinan dilangsungkan. Tidak boleh ditentukan saat lain untuk
itu”. Agar sahnya perjanjian menurut hukum, wajib membuat dengan
akta notaris lalu disahkan oleh petugas pencatatan nikah.%

Dalam Pasal 149 KUH Perdata setelah dilangsungkannya
perkawinan, isi dari perjanjian pra nikah tidak bisa diubah lagi dengan
cara apapun. Apabila terjadi perceraian lalu menikah kembali, hal
tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengubah isi
perjanjian pra nikah terdahulu.%®

Hal-hal yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian pra

nikah menurut KUHPerdata adalah sebagai berikut:

®31bid, hlm 11-12.

6 Layli Yusnia Adhani, Skripsi: “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Perkawinan di Indonesia” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,
2016), him 72.

% 1bid, him 73.
% 1bid
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a. Pasal 139
Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang
dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal
itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula
ketentuan-ketentuan berikut.

b. Pasal 140

1. Tidak boleh melanggar hak marital dari suami yaitu hak suami
di dalam statusnya sebagai suami yaitu umpamanya suami yang
harus menetapkan di mana suami-istri harus bertempat tinggal.

2. Tidak boleh juga melanggar hak kekuasaan orang tua. Menurut
pasal 300, kekuasaan orang tua dilakukan oleh si suami.

3. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang
kepada suami atau istri yang hidup paling lama. Ini yang
mengenai hak waris dari suami atau istri (Pasal 852 a). suami
istri yang hidup paling lama demi hukum menjadi wali (Pasal
845).

4. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai
kepala persatuan suami istri. Umpamanya tidak boleh
diperjanjikan bahwa si istri dapat bertindak sendiri jika
mengenai harta persatuan.®’

c. Pasal 141
Tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian hutang yang jatuh kepada
salah satu pihak, ditentukan lebih besar dari bagian keuntungannya.
d. Pasal 142

Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan

7 Layli Yusnia Adhani, Skripsi: “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Perkawinan di Indonesia” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,
2016), him 74-75.
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perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di luar negeri,

adat kebiasaan atau peraturan daerah.®®
Ada 3 jenis kekayaan dalam perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh suami istri selama
perkawinan berlangsung.

2. Harta pribadi suami adalah kekayaan yang dibawa suami yang tetap
dibawah kekuasaan suami, selama dalam perjanjian tidak ada
ketentuan lain.

3. Harta pribadi istri adalah kekayaan yang dibawa istri yang tetap
dibawah kekuasaan suami, selama dalam perjanjian tidak ada
ketentuan lain.®®

Perjanjian perkawinan berisi peraturan pengelolaan harta benda
pasangan yang langsung dilaksanakan oleh mereka pribadi sesuai
dengan kesepakatan. Perjanjian isinya tidak boleh bertentangan dengan
kewajiban serta hak pasangan yang sudah diberikan oleh adat, agama,

dan hukum.”®
Bentuk perjanjian yang dilarang adalah:

1. Pasal 140 KUH Perdata:
Mengurangi hak suami baik sebagai suami maupun kepala
(persatuan) rumah tangga, menyimpang dari hak-hak yang
timbul dari kekuasaan sebagai orang tua, mengurangi hak-
hak yang diperlukan UU kepada yang hidup terlama antara
suami istri.

2. Pasal 141 KUH Perdata:
Melepaskan haknya sebagai ahli waris menurut hukum
dalam warisan anak-anaknya atau keturunannya.

3. Pasal 142 KUH Perdata:
Menetapkan bahwa salah satu pihak menaggung hutang
lebih banyak dari pada bagiannya dalam keuntungan.’

%8 1bid
% 1bid
0 1bid
™ 1bid
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Apabila hal hal tersebut dilanggar maka apa yang diperjanjikan
itu dianggap sebagai tidak tertulis, sehingga kedua pihak akan
mendapatkan sebagian dari keuntungan dan mendapat Sebagian dari

kerugian.”?

2 1bid
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BAB I11
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian
hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”
B. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan untuk mengkaji
permasalahan pendekatan tersebut antara lain:
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian
pra nikah yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen-
dokumen, dan sumber-sumber lainnya.”

2. Pendekatan Konseptual
Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan
jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut
pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian

hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang

8 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2006), him. 118

™ Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Appoarch) Dalam Penelitian
Hukum” https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-
penelitian-hukum/ (diakses pada 18 November 2021)



https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/

melatarbelakanginya, pendekatan ini digunakan untuk memahami
konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu
perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang
terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.”

3. Pendekatan Komparatif (Comparative Appoarch)

Pendekatan perbandingan (Comparative Appoarch) yaitu
pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan suatu hukum
dengan hukum lainnya. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk
memperoleh persamaan dan perbedaan kedua Undang-Undang
tersebut.”

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum
Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain:
1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat
Autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan
perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-
undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan
yaitu:’’

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Tentang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

7 1bid

6 |bid

" Farida Dwi Irianingrum, Skripsi: “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat
Hukumnya” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm 18



2)

3)

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945)
e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015
f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa
pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum,
hasil penelitian artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan
bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan
hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami
atau menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan
hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, jurnal,
makalah dan tulisan yang terkait.”
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

artikel-artikel, jurnal dan laporan-laporan dari media massa (Surat

kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya).”

"8 1bid, him 19

" 1bid



D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara penelitian kepustakaan (library research) guna
memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang
dapat dijadikan landasan teori yang tentunya berhubungan dengan
masalah yang sedang diteliti, yang bertujuan untuk mendapatkan
konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran
konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah
lainnya.®
E. Analisis Bahan Hukum
Metode analisis data yang digunakan adalah metode interpretasi
secara sistematik yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan
perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau

undang-undang lain atau dengan keseluruhan system hukum.

8 Yusuf Iskandar, Skripsi; “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata
Di Indonesia” (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019) him 11.

81 Lailatul Ulfah Faradina, Skripsi: “Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)”
(Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019) him 45.



	001c2cb097690e1940f04ffa762ee49440ff3c7f05c58e7e66fff770a5d10e8e.pdf
	fe8a5629d125644f5e451beebac3085b152a53aa593f24963962ba9cd85a002b.pdf
	22e45472e0bddd92fa0f0c535ea2e71dea3b3de0960a47317626468050158dbb.pdf
	334b842e3032bc99ae2909a7de390806d6090c6f6f17acf1e2db764515decbaf.pdf
	36788e94e577105d090bfc9e0ee94e9129bfdfd913ca41321ff957bfc973abbe.pdf
	b946b60d415fbab8bc872411ec4eeb229c625bf01db61399c6c1d142c2834c23.pdf

	089b7545d670f1a70c89089334decac59e592e774f11fd88d014459da26f3d87.pdf
	001c2cb097690e1940f04ffa762ee49440ff3c7f05c58e7e66fff770a5d10e8e.pdf
	fe8a5629d125644f5e451beebac3085b152a53aa593f24963962ba9cd85a002b.pdf

	527e2c5152cfbe3975a8a1ffcc5fe0b684aa6957aa46d5a9b504b2e6cc450f05.pdf
	001c2cb097690e1940f04ffa762ee49440ff3c7f05c58e7e66fff770a5d10e8e.pdf

